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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pendaftaran Desain Industri mengakibatkan adanya hak desain industri 

yang merupakan hak eksklusif atas suatu desain tertentu dalam kurun waktu 

tertentu yaitu 10 tahun. Hak eksklusif tersebut akan diperoleh oleh pemegang 

haknya setelah adanya pendaftaran yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat 

desain industri yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual pada 

saat tanggal penerimaan pemohon atau filling date.  

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sudah secara 

tegas dan jelas mengatur mengenai hak, ruang lingkup, tata cara pelaksanaan 

pendaftaran desain industri, lisensi, pengalihan hak, ketentuan pidana dan perdata, 

dan lain lain. Hal tersebut dirasa sudah cukup mengatur mengenai ruang lingkup 

desai  industri secara khusus.  

Dengan hak desain industri tersebut, pendesain yang dalam hal ini 

merupakan pelaku usaha kecil yang menggunakan bisnis online mempunyai 

kewenangan untuk melaksanakan atau memberikan persetujuan kepada pihak lain 

untuk melaksanakan hak atas desain yang telah didaftarkan tersebut. Pendaftaran 

merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perlidungan atas desain 

tersebut. Jika tidak mendaftarkan, maka akibat hukumnya adalah tentu tidak ada 

hak khusus pun perlindungan dari negara untuk melaksanakan dengan tujuan 

komersial, apalagi memberikan persetujuan kepada pihak lain.  

 Berdasarkan Undang-Undnag No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 

pada pasal 12 memberikan pemahaman bahwa hak desain industri akan diberikan 

hak desain indsustri oleh negara kepada pemohon jika pemohon tersebut adalah 

pihak yang pertama kali mengajukan permohonan terhadap desain tersebut, kecuali 

telah terbukti. Maka dari itu akibat hukum dari suatu pendaftaran desain indsutri 

sangatlah penting demi adanya perlindungan hukum dan hak khusus.  

Pada dasarnya para pelaku usaha yang tergabung menjadi responden dalam 

penelitian ini merupakan mereka yang menggunakan media online untuk 

mendapatkan pasar yang dituju. Hal tersebut berarti mereka akan memamerkan 
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produk ciptaannya sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Dengan hal 

itu, maka sangat rentan untuk terjadi suatu penjiplakan yang tidak diketahuinya.  

Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting baik untuk 

setiap subjek hukum yang pada dasarnya tunduk pada hukum positif yang berlaku. 

Kesadaran hukum dalam hal pendaftaran desain industri sangat dibutuhkan. Karena 

dengan adanya pendaftaran justru akan menambah keuntungan keuntungan yang 

akan dirasakan kelak saat adanya penyerahan sertifikat desain industri.  

Namun pada diagram yang telah disampaikan, para responden tidak 

memahami akan adanya akibat yang timbul dari praktik penjiplakan dan adanya 

unsur hak eksklusif yang terkandung dalam hak desain industri yang didaftarkan. 

Namun dalam hal sikap hukum dalam kesadaran hukum, para pelaku usaha 

nyatanya dari 17 responden, hanya dua responden yang telah melakukan 

pendaftaran desain industri. Hal ini berarti sebanyak 15 responden kurang akan 

kesadaran hukum mengenai pelaksanaan pendaftaran desain industri.  

Dengan adanya fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan hukum 

dan pemahaman hukum tidak cukup untuk menghasilkan suatu sikap hukum yang 

diharapkan. Hal tersebut pastinya mempengaruhi pola perilaku hukum yang 

tumbuh dimasyarakat. Karena pada dasarnya produk desain industri akan memiliki 

hak kepada pemiliknya dalam hal ini merupakan pelaku usaha kecil pengguna 

bisnis online dengan adanya pendaftaran desain industri berdasarkan yang sesuai 

dengan undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri. 

 

5.2 Saran 

Pendaftaran desain industri merupakan hal yang penting dalam rangka 

pembangunan sosial. Karena menurut penulis, dengan semakin banyaknya desain 

industri yang didaftarkan maka akan kemungkinan untuk terjadinya praktik 

penjiplakan. Dalam rangka menaikan pemohon pendaftaran desain industri, selain 

dari kesadaran hukum para pelaku usaha pengguna bisnis online yang harus sadar 

akan pentingan hak desain industri yang mereka ciptakan, pemerintah atau dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus turut membantu masyarakat 

dalam hal pentingnya pendaftaran desain industri. 

Peran pemerintah dalam hal ini dapat berbentuk sosialisasi ataupun 

pembinaan terhadap para pelaku usaha kecil yang memiliki desain industri. 
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Sosialisasi pada hal ini dapat dilakukan baik melalui webinar atau melalui 

pembinaan yang dilakukan pejabat yang berwenang demi terlaksananya 

perlindungan hukum terhadap desain industri. Dengan adanya sosialisasi ataupun 

pembinaan secara berkala dan sistematis, diyakini akan menaikan grafik 

pendaftaran desain industri. Terlebih perkembangan teknologi sudah semakin 

pesat. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan secara online ataupun virtual. 

Dengan itu, baik pemerintah ataupun para pelaku usaha kecil memiliki peran yang 

sepadan dalam menaikan grafik permohonan desain industri. Karena pada dasarnya 

dengan semakin banyaknya pihak yang mendaftarkan desain industri, maka akan 

terjaminnya hak hak yang dimiliki oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu, hal 

tersebut juga akan mengurangi laju praktik pejiplakan yang masih marak di 

Indonesia.  
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